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di 
 J A K A R T A 

1. Dalam rangka kerja sama dengan pihak Kejaksaan dalam menangani Kasus yang 
berindikasi Tindak Pidana Korupsi, ternyata masih terdapat masalah antara lain 
adanya keharusan dari beberapa Kantor Kejaksaan di daerah untuk melakukan 
penyitaan atas Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) dari Kantor Perwakilan BPKP .  

2. Mengingat hal tersebut perlu kami jelaskan hal-hal sebagai berikut :  

a. Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) adalah catatan-catatan yang dibuat dari data asli 
yang dikumpulkan pemeriksa secara sistematis pada saat melaksanakan 
pemeriksaan.  

b. Kertas Kerja Pemeriksaan, mencerminkan prosedur yang ditempuh pemeriksa, 
pengujian pengujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh serta kesimpulan-
kesimpulan hasil pemeriksaannya.  

c. Kertas Kerja Pemeriksaan merupakan dasar penyusunan laporan, alat bagi 
pimpinan untuk mereview dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan para pelaksana, 
salah satu pedoman untuk tugas pemeriksaan tahun berikutnya serta merupakan 
pendukung penting dari laporan hasil pemeriksaan.  

d. Kertas Kerja Pemeriksaan dimana perlu dilampiri dengan foto copy bukti-bukti, 
sedang bukti-bukti asli tetap berada pada obyek yang diperiksa. 

Sesuai dengan keahliannya kami berpendapat, untuk keperluan pemeriksaan di depan 
sidang pengadilan cukup dihadirkan petugas BPKP sebagai Saksi Ahli dan 
memberikan keterangan sesuai dengan bunyi laporan hasil pemeriksaan/kertas kerja 
pemeriksaan.  

 Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka kami berkeberatan apabila 
dilakukan penyitaan atas Kertas Kerja Pemeriksaan termaksud.  

Demikian agar menjadi maklum. 
 
 
 
 
 



 

 
A.N. K E P A L A 

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN 
DAN PEMBANGUNAN 

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN KHUSUS 
 

TTD 
 

Drs. SOEJATNA SOENOESOEBRATA 
NIP.060039960 

Tembusan :  
1. Yth. Bapak Kepala BPKP (sebagai laporan); 
2. Yth. Sdr. Deputi Bidang Perencanaan dan Analisa; 
3. Yth. Sdr. Kepala Perwakilan BPKP Seluruh Indonesia. 


